KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 174 /HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS

Menimbang

DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok Nomor 174 /HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah
menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye
Pesreta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu
melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
Pedoman Teknis Tata Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus ...



Mengingat

Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu
melakukan penyesuaian dan perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/ 3276 /KPU-Kot/IX /2020
tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di
atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/3276 /KPU-Kot/IX /2020
tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik ...



Memperhatikan
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020
Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan
Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020
Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan
Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas
Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemillhan Umum Republik
Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020
Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota
Depok Nomor 284 /PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X /2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok Nomor 174 /HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/1X/2020 tentang Pedoman Teknis
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 174 /HK.03.1-
KPT/3276/KPU-Kot/I1X/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

Mengubah Ketentuan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV,
Bab V, Bab VI dan Bab VII Lampiran I Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Mengubah Ketentuan pada Lampiran II Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor
174 /HK.03.1-Kpt/3276 /KPU-Kot/IX /2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) ...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

(COVID-19) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada Lampiran III Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor
174 /HK.03.1-Kpt/3276 /KPU-Kot /Ix /2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada Lampiran IV Keputusan
Komisi Pemilihan Umum  Kota Depok Nomor
174 /HK.03.1-Kpt/3276 /KPU-Kot/Ix/2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada Lampiran V Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor
174/HK.03.1-Kpt/3276 /KPU-Kot/Ix /2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM ...



KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA



LAMPIRAN I
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276 /KPU-Kot/X /2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
174 /HK.03.1-KPT/3276 /KPU-Kot/1X /2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 174/HK.03.1-KPT/3276 /KPU-Kot/1X /2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-
undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis
sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan
menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail
dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam
setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah
dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diperintahkan untuk
menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
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Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini

dengan penyesuaian terhadap Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok menyusun dan menetapkan pedoman ini untuk menjadi panduan

terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dan masyarakat
umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan
Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota
Depok dalam melaksanakan tahapan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020. Adapun tujuan dari pedoman

teknis ini yaitu dengan maksud menjadi panduan:

i 3

Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan
pelaporan dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Depok Tahun 2020;

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dalam
mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye; dan

Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka
perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

C.Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1,

Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan,
ruang lingkup, pengertian umum dan asas;

Dana Kampanye yang menguraikan sumber, bentuk dan pembatasan
pembiayaan kampanye, pembatasan dana kampanye, dan rekening
khusus dana kampanye;

Pelaporan Dana Kampanye yang menguraikan pencatatan dana
kampanye, pelaporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye,
laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan
dan pengeluaran dana kampanye; dan

Audit Dana Kampanye yang menguraikan bentuk perikatan dan tujuan

audit.



"

D.Pengertian Umum

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

|

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020,
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun
2020 secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU
Rl adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur undang-undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah
lembaga  penyelenggara  Pemilu yang  bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU
Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan
Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disingkat KPU Kota
Depok adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok vang selanjutnya disebut
Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah Kota Depok.



8.

10.
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12.

13.

14.
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Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan citacita untuk memperju angkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik
nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai
Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Depok Tahun 2020.

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa
yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai
kegiatan Kampanye Pemilihan.

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung
penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari
rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah
pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye,
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan
sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.



15.

16.

17,

18.

19.

20,

21.

22.

23.

+13.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya
disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan
yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU
Kota Depok.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya
disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan
dan pengeluaran Dana Kampanye.

Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK,
dan LPPDK.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang
digunakan untuk keperluan audit.

Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang
telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan
usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapatkan izin wusaha berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.

Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas
Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon
sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Depok
dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana
Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah
segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang
memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi
pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1.

KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada
asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;
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d. kepastian hukum;
tertib;

ln

kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;

5

o &
.

profesionalitas;

akuntabilitas;

Ci e

k. efisiensi;
1. efektivitas.

Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip
sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan
mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara
Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
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BAB II
DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam angkat 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta
kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf ¢ dan angka 2 huruf b berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum swasta.

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga
Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau
anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud
pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak
mengikat.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat berbentuk:

a. uang;
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b. barang; dan/atau

c. jasa.

Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada
angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro,
surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada
angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka
8 huruf ¢ meliputi pelayanan/pekerjaan vang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar
yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye yvang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai
Politik selama masa Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau
badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan
huruf ¢, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,
pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum
sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15, bersifat
kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5
meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa

yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
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18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan

identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nama Partai Politik;

alamat Partai Politik;

nomor akta pendirian Partai Politik;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana; dan

pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

c¢) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

1)
2)
3)
a)
5)
6)
7)
8)
9)

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

nomor telepon/telepon genggam (aktif);
nomor identitas;

Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
pekerjaan;

alamat pekerjaan;

jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b} penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

1)

nama kelompok;
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3)
4)

S)
6)

7)

8)
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alamat kelompok;

nomor akta pendirian kelompok;

nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat
keterangan terdaftar;

nomor identitas pimpinan kelompok,

nomor telepon/telepon genggam (aktif);

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,
apabila ada;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana;

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

nama badan hukum swasta;

alamat badan hukum swasta;

nomor akta pendirian badan hukum swasta;

Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;

nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan
hukum swasta;

nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

10) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

19. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada

angka 18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
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Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuktikan dengan:

a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan
yang terdaftar, dari:

1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki
lingkup nasional;

2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup
provinsi; atau

3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki
lingkup kabupaten/kota.

Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana

dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian

badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian
badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor

rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai

identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat

berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat

pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14,

dan angka 15:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
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b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ kepada KPU Kota Depok, paling lambat 14
(empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

KPU Kota Depok memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan

sebagaimana dimaksud pada angka 26 ke kas Negara.

Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar

harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yvang melebihi batas kewajaran transaksi

jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau

Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa

dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan

pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua
Pembatasan Dana Kampanye

KPU Kota Depok menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,
perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan
Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis,
logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
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a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya
daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar
biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya
daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh
persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

e. jasa manajemen/konsultan;
alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang
jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Depok; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang
jumlahnya pada keputusan KPU Kota Depok.

Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota

Depok berkoordinasi dengan:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon; dan/atau

c. Petugas Penghubung,
untuk mendapatkan masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan

hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening
Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1
dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon.
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Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen
tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan
yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening
Khusus Dana Kampanye.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh
Pasangan Calon perseorangan.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas nama
Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus
dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan
Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan
hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9
yang telah disampaikan kepada KPU Kota depok tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan penggantian.

Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran
sebagaimana dimaksud pada angka 9 menjadi Lampiran pada LADK,
LPSDK, dan LPPDK.
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Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain,
Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola
Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok.

Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan saat penyampaian
LADK.

Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening
Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari
setelah masa Kampanye berakhir.

Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 1 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank
umum.

Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum
sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kota Depok untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 2 (dua) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.
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BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan
berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan
sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan
penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari
pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dimulai
sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye
berakhir.
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Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kampanye

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana
Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Depok Tahun 2020.

Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar
belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
¢. LPPDK.

Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua)
orang sebagai Petugas Penghubung.

Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4
wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon vang diserahkan
kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan . Wali Kota dan Wakil Wali Kota
paling lambat pada saat penyampaian LADK.

Bagian Ketiga
Laporan Awal Dana Kampanye

LADK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 3 huruf a yaitu
pembukuan yvang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;

Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

saldo awal atau saldo pembukaan;

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

$ 8 0 O

jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang
sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal
merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan
Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; dan

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
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g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak
penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK.

Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 kepada KPU Kota Depok 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU
Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat
disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota depok menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas
Penghubung.

KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LADK.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK yang ditandatangani
bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LADK dalam berita
acara.

Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana
dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan
khusus dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka
10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kota Depok mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah
menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.
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Bagian Keempat

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 3 huruf b
merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Depok.

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU
Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh
Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota Depok menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas
Penghubung.

KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani
bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita
acara.

Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana
dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan
khusus dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam
angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.
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13. KPU Kota Depok mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari

10.

11.

setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

Bagian Kelima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua angka 3 huruf c
adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan
Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) hari
setelah masa Kampanye berakhir.

LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU
Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh
Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota depok menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas
Penghubung.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani
bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani
bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita
acara.

Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
angka 9 dan angka 10 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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12. KPU Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua)
hari setelah diterimanya LPPDK.
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BAB IV
PERSIAPAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah
audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana
Kampanye.

Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa
opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu
asersi atau lebih.

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai
dengan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana
Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Dana Kampanye.

Bagian Kedua
Seleksi Kantor Akuntan Publik

KPU Kota Depok melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan
Dana Kampanye.

Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam
kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KPU Kota Depok menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit Laporan Dana
Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat melakukan audit
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.
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KPU Kota Depok melakukan seleksi terhadap KAP yang dapat mengikuti

pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a.

memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik
Indonesia;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;

telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);

tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan

surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi

AP yang ditugaskan;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;

bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon bagi AP dan

personil yang ditugaskan dalam tim audit;

tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan

personil yang ditugaskan dalam tim audit;

struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:

1) AP sebagai partner in charge (vang menandatangani laporan hasil
audit);

2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan

3) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).

tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e,

wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan

minimal:

1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan

2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;

diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
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diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih
berlaku;

h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi
oleh AP dan ketua tim; dan

i. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit
Dana Kampanye.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik

harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik
profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan

Publik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan

bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP,

sehingga dalam pelaksanaannya dan merujuk pada tujuan dilakukannya
audit adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan
atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka ker angka
perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans dalam
hal ini Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Akuntan Publik harus

memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000

khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

KAP yvang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi persyaratan wajib

melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan

ketentuan:

a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan
apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,;

b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak;

c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang mengatur tentang Dana Kampanye,

d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP
dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan

audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
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Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU
Kota Depok sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.
KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari

KAP yang ditetapkan KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Pasangan Calon perseorangan; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana

Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang

diselenggarakan oleh KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1

bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

KPU Kota Depok menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP

melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon

dalam satu wilayah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2020.

Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak

lumpsump.

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Kota

Depok.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah

disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk

kontrak lainnya yang sesuai.
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10. Jika pihak KPU Kota Depok bukan merupakan pihak yang bertanggung
jawab, sifat dan isi surat perikatan atau kontrak dapat bervariasi.
Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi
ketentuan untuk menyepakati klausul-klausul dalam surat perikatan.
Bahkan dalam situasi demikian, surat perikatan dapat berguna baik bagi
AP maupun pihak KPU Kota Depok.

Bagian Keempat

Perencanaan Audit

1. Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga
perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan
perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan,
mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta
mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Perencanaan yang memadai juga ~membantu auditor untuk
mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan,
serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota
tim.

4. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan
kondisi perikatan.

5. Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan
asurans meliputi:

a. ketentuan perikatan;

b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;

c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;

d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko
bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian
material;

e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta
pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan

. asurans; dan
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f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas
keterlibatan pakar.

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan

sikap skeptisme profesional yvang menyadari bahwa kondisi vang tidak

biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian
material dalam informasi hal pokok.

Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis,

dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang

diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau
menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi
vang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi:

a. kegiatan penilaian risiko; dan

b. pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

Perencanaan audit yang berupa penilaian risiko meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang
kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha
untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan
kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain
pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak
disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi
Pasangan Calon.

b. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti
perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan
bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak
bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

c. Prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak
disengaja kemungkinan  tidak  efektif untuk  mendeteksi
ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui
persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.

d. Penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak
menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau

pertimbangan auditor.
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Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat
rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.

Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat
praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi
kesalahan penyajian material atas hal pokok.

Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal
pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko

deteksi.

10. Perencanaan audit yang berupa pemerolehan pemahaman atas

persyaratan kepatuhan tertentu meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu

yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.

Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas,

auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1) undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit,
yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana
Kampanye;

2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang
diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di
dalam Pasangan Calon; dan

3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang
diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di
luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU dan KPU Kota
Depok).

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan

kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi

dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal
pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur
pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi

lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam

perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans.

Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu ker angka

acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama

perikatan, sebagai contoh ketika:

1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
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2) menilai kesesuaian kriteria;

3) mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai
contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan,
dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang
pakar;

4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai
ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan
mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;

5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;

6) merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih
lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang
tepat; dan

7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan
tulisan pihak yang bertanggung jawab.

f. Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau
mengukur hal pokok.

g. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau
mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk
penyajian dan pengungkapan.

h. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria
vang digunakan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan

Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor

harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans

ketika merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan asurans.

Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat,

dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah

informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki

nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan

tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap

kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.
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Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi
terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku
(aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung
lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan
dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas,

ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok melaksanakan audit dengan ketentuan:

1.

Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat
penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok;

KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan
audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Kota Depok;

Dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit,
KAP wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye peserta
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi.
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BAB V
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Audit

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota
Depok sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka 12.
Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan
semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye,
dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas
penyumbang;

c¢. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kedua

Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon.

Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan
terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Pasangan Calon.
Secara khusus auditor meminta dari KPU Kota Depok suatu representasi
tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok
dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan apakah representasi
tertulis tersebut akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna
yang dituju.

Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan
dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan

suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan.
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Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan
laporan asurans.
Bagian Ketiga

Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis
untuk menyatakan kesimpulan.

Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran
kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut.

Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh
bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam
mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan
ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.

Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit
atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan
profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung
pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu
mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai
bukti.

Namun demikian perikatan asurans jarang sekali mencakup autentikasi
dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal
autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit
dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimb angkan.

Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin
dipengaruhi oleh arah pengujian.

Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan
teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai
bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup
pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain
perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus
dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel

yvang diambil paling sedikit 30 sampel, namun demikian auditor perlu
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mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang
kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor
terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit.

Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

a. inspeksi;

b. observasi;

konfirmasi;

penghitungan kembali;

prosedur analitis; dan

S T N

memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau
alternatif.

Bagian Keempat

Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam
menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa
perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh
hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan
kesimpulan terkait.

Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau
pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan
fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik.
Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait
dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang
dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang
timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil,
serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai
kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang
dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah
diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal
pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan

tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.



=D

Bagian Kelima

Prosedur Yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal
dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit dana
kampanye.

Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam
menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan
keadaan masing-masing perikatan dengan mempertimbangkan tingkat
materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas dan
waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya
terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur
lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk
mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor
dalam melakukan audit dana kampanye.

Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi:

No. Asersi Kriteria Prosedur Audit
A. | Pengujian Asersi untuk Umum
1. | Cakupan Pasangan Calon | a. Dapatkan LPPDK beserta
Pelaporan melaporkan LPPDK laporan pendukung terkait
beserta dokumen dari KPU Provinsi/KIP Aceh
pendukung (paling atau KPU /KIP
lambat 1 (satu) hari Kabupaten/Kota, seperti

sejak berakhirnya
masa kampanye
paling lambat pukul
18.00 waktu setempat)
kepada KPU Kota
Depok.

. Periksa

yang tercantum dalam
tanda terima penyerahan
LPPDK;

kelengkapan
dokumen pendukung
LPPDK vang diserahkan

kepada KPU Kota Depok;

. Periksa kesesuaian tanggal

dan waktu tanda terima

penyerahan LPPDK, yaitu
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i paling lambat 1 (satu) hari

sejak berakhirnya masa

Periode Pencatatan

dan Pelaporan

Pasangan Calon
melakukan

pencatatan

penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai
sejak pembukaan
Rekening Khusus
Dana Kampanye
(RKDK) dan ditutup

pada saat masa

Kampanye berakhir.

kampanye paling lambat
pukul 18.00 waktu
setempat; dan

d. Lakukan konfirmasi kepada
KPU Kota Depok terkait
kesesuaian batas waktu
penyampaian LPPDK
Pasangan Calon (ika
diperlukan).

a. Periksa kesesuaian tanggal
awal dan akhir pencatatan
Penerimaan Dana
Kampanye pada Formulir
yang terkait;

b. Periksa kesesuaian tanggal
awal dan akhir pencatatan
Pengeluaran Dana
Kampanye pada Formulir

yang terkait; dan
. Ambil sampel pada tanggal
awal dan akhir pencatatan [
penerimaan dan
pengeluaran dari huruf a
dan huruf b di atas, dan
lakukan pengujian pisah
batas (cut-off test).

Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu

Rekening Khusus
Dana Kampanye
(RKDK)

a. Untuk
Calon yang
diusulkan oleh
Partai Politik atau

Partai

Pasangan

Gabungan
Politik, Penempatan

Dana Kampanye

Periksa
kepemilikan RKDK dengan

kesesuaian

cara membandingkan nama
RKDK
yang

dalam rekening koran dengan

pemilik antara

informasi tercantum

nama Pasangan Calon terkait.
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berupa uang pada
RKDK atas nama
Pasangan Calon,
dibuka oleh Partai
Politik atau
Gabungan Partai

Politik yang
mengusulkan
Pasangan Calon

pada Bank Umum.

b. Untuk Pasangan
Calon
Perseorangan,

Penempatan Dana
Kampanye berupa
uang pada RKDK
yang dibuka oleh
dan atas nama
Pasangan Calon
Perseorangan pada

Bank Umum.

Batasan
Maksimum

Sumbangan

Pasangan Calon
mematuhi jumlah
penerimaan
sumbangan
(mencakup uang,

barang, dan/atau jasa
yang dapat
dikonversikan dengan
nilai uang, termasuk

hutang dan diskon

pembelian barang
atau jasa yang
melebihi batas
kewajaran  transaksi

jual beli secara umum)

a. Mengingat batasan atas

nilai sumbangan berlaku
untuk jumlah sumbangan
secara akumulatif (bukan
berdasarkan transaksi)
untuk setiap pemberi dana,
maka LADK, LPSDK, dan
LPPDK wajib direkapitulasi
oleh Pasangan Calon atau
tim kampanye berdasarkan

nama pemberi dana.

b. Tentukan kepatuhan atas

batasan jumlah maksimum
penerimaan sumbangan

(mencakup uang, barang,
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yang dilaporkan dalam

LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi
jumlah:

a. Rp750.000.000,00
(tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)
untuk penyumbang
Partai Politik atau
Gabungan Partai
Politik;

b. Rp75.000.000,00
(twyjuh puluh lima
juta rupiah) untuk
penyumbang pihak
lain perseorangan;
dan

c. Rp750.000.000,00
(tujuh
puluh juta rupiah)

ratus lima

untuk penyumbang
kelompok dan/atau
badan Hukum

swasta.

dan/atau jasa yang dapat
dikonversikan dengan nilai
uang, termasuk hutang dan
diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi
beli

dengan  mengacu

jual secara umum)

ketentuan dan peraturan

yang berlaku, antara lain:

1) permintaan  keterangan
pada Pasangan Calon;

2) dapatkan daftar pemberi
sumbangan dan surat

pernyataan penyumbang;

3) dapatkan daftar
sumbangan berupa
barang, dan/atau jasa
yang dapat
dikonversikan dengan
nilai uang, termasuk
hutang dan diskon |

pembelian barang atau
jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual
beli secara umum yang
dikonversi berdasarkan

harga pasar yang wajar;

4) ambil sampel dan
telusuri penerimaan
sumbangan dalam
bentuk uang melalui

rekening koran;

5) lakukan pengujian
melalui perhitungan
kembali atas nilai

padas
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konversi sumbangan
dalam bentuk
barang/jasa;

6) ambil vang mewakili
masingmasing jenis
penyumbang dan
lakukan inspeksi atas
catatan dan daftar
penerimaan sumbangan;
dan

7) lakukan konfirmasi
melalui surat, telepon,

atau kunjungan kepada

pemberi sumbangan
untuk memastikan
keberadaan dan

keakurasian sumbangan
jika diperlukan.

c. Jika terdapat
ketidakpatuhan terhadap
batasan sumbangan dan,
atau sumbangan dari pihak
yang dilarang, sajikan
dalam bentuk daftar yang
mencakup nama pemberi
sumbangan dan identitas
terkait, serta jumlah dan
jenis sumbangan yang

diberikan.

Batasan
Pengeluaran Dana

Kampanye

Pasangan
mematuhi
pembatasan
pengeluaran
Kampanye
berdasarkan

Keputusan KPU.

Calon

Dana

Tentukan kepatuhan atas
batasan jumlah maksimum
pembiayaan Dana Kampanye
(uang, barang, jasa, atau
bentuk lainnya) dengan
mengacu pada ketentuan dan

peraturan yang berlaku
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dengan cara, antara lain:

a. dapatkan Keputusan KPU
Kota Depok tentang
pembatasan  pengeluaran
Dana Kampanye;

b. dapatkan Keputusan
mengenai standar biaya
daerah;

c. dapatkan rincian biaya dan
rekapitulasi = pengeluaran
Dana Kampanye beserta
dokumen pendukungnya;

d. lakukan permintaan
keterangan pada Pasangan
Calon atau Tim Kampanye;

e. ambil sampel yang
mewakili seluruh aktivitas;

f. lakukan uji subtantif
terhadap keberadaan dan
penilaian bukti pendukung
dari aktivitas pengeluaran
dana kampanye;

g. tentukan keakurasian
matematis dengan cara
melakukan perhitungan
kembali; dan

h. telusuri pengeluaran Dana
Kampanye melalui rekening
koran.

Jika terdapat ketidakpatuhan

terhadap batasan pengeluaran

Dana Kampanye, sajikan

dalam bentuk jumlah

pengeluaran yang melampaui

batasan maksimum.

Ketepatan waktu

Pasangan

Calon

a. Penyampaian LADK dan
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Pelaporan LADK,
LPSDK dan LPPDK

ke KPU Kota
Depok serta
Penyetoran

Sumbangan yang
dilarang ke kas

Negara.

mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan
waktu yang telah
ditetapkan vyaitu 1
(satu) hari sebelum
masa Kampanye
paling lambat pukul
18.00 waktu setempat.
Pasangan Calon
mematuhi penyerahan
LPSDK sesuai dengan
jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam
Peraturan KPU yang
mengatur tentang
tahapan, program dan
jadwal, kepada KPU

Kota Depok paling

lambat pukul 18.00
waktu setempat.
Pasangan Calon
mematuhi ketentuan

mengenai sumbangan

yang dilarang, yaitu:

a. tidak menggunakan
sumbangan yang

dilarang tersebut;

b. menyetorkan

sumbangan yang
dilarang ke kas
Negara; dan

c. melaporkan
sumbangan yang
dilarang.

LPSDK
Dapatkan LADK dan
LPSDK beserta laporan

pendukung terkait dari KPU
Kota Depok, seperti yang

tercantum dalam tanda terima |

Penyerahan LADK dan |
LPSDK.
Periksa kelengkapan

dokumen pendukung LADK

dan LPSDK yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok.
Periksa

tanggal

kesesuaian
dan waktu tanda
terima penyerahan LADK dan
LPSDK yaitu paling lambat 1
(satu) hari sejak berakhirnya
masa kampanye paling lambat ;
pukul 18.00 waktu setempat.
Lakukan
KPU Kota Depok
batas
penyampaian LADK
dan LPSDK Pasangan Calon
(jika diperlukan).
b. Sumbangan yang dilarang
transaksi

konfirmasi
kepada
terkait kesesuaian

waktu

Periksa
penerimaan sumbangan
untuk melihat ada tidaknya
transaksi penerimaan yang
dilarang berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

Mengacu ke daftar
sumbangan yang dilarang

berdasarkan Peraturan KPU,
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lakukan verifikasi dengan
bukti lapor kepada KPU Kota
Depok dan bukti Surat
Setoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (SSPNBP).

LADK dan LPSDK

s - o Eora'n' -

penerimaan  dan

pengeluaran

Pasangan Calon
mematuhi lingkup
waktu pencatatan
penerimaan dan

pengeluaran LADK
yaitu lingkup waktu
pencatatan
penerimaan dan
pengeluaran LADK
yang dilaporkan,
dimulai sejak
pembukaan RKDK dan
ditutup pada saat
Pasangan Calon
ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan.

Pasangan Calon
mematuhi lingkup
waktu pencatatan

penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu
pencatatan
penerimaan yang
dilaporkan,
pembukuannya

dimulai 1 (satu) hari

setelah Pasangan
Calon ditetapkan
sebagai Peserta

ditutup 1 (satu) hari

'a. Periksa kesesuaian tanggal
awal dan akhir pencatatan
penerimaan Dana
Kampanye pada formulir
yang terkait.

b. Periksa kesesuaian tanggal
awal dan akhir pencatatan
pengeluaran Dana
Kampanye pada formulir
yvang terkait.

c. Ambil sampel pada tanggal
awal dan akhir pencatatan
penerimaan dan
pengeluaran dari huruf a
dan b di atas, kemudian
lakukan prosedur
pengujian pisah batas (cut-
off test).
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sebelum laporan
penerimaan
sumbangan
disampaikan kepada

KPU Kota Depok.

Pembukaan RKDK
nama bank dan
nama pemilik
RKDK

Pasangan Calon
membuka RKDK pada
bank yang

mempunyai

umum

perwakilan di provinsi
dan/atau
kabupaten/kota di
seluruh wilayah
Indonesia atas nama
Pasangan Calon.
Spesimen tanda
tangan dilakukan oleh

Pasangan Calon untuk

Pasangan Calon
Perseorangan atau
bersama dengan
Partai Politik atau

Gabungan Partai
Politik bagi Pasangan

Calon yang diusulkan

Partai Politik atau
Gabungan Partai
Politik.

RKDK terpisah

dari rekening pribadi
Pasangan Calon dan
Pengelola RKDK yaitu

Pasangan Calon dan

Partai Politik atau
Gabungan Partai
Politik yang

a. Telaah kesesuaian bank

. Periksa kesesuaian tanggal

. Periksa

tempat pembukaan RKDK |

dengan ketentuan dalam

Peraturan KPU yaitu Bank

mempunyai perwakilan di |
provinsi dan/atau |
kabupaten/kota di seluruh

wilayah Indonesia.

pembukaan RKDK dengan
ketentuan yang berlaku,
RKDK dibentuk

paling lambat pada saat

yaitu

penetapan Pasangan Calon
sebagai peserta Pemilihan
oleh KPU Kota Depok.
kesesuaian
kepemilikan RKDK dengan
cara membandingkan nama
pemilik RKDK antara
informasi yang tercantum
dalam
dengan
Calon
kesesuaian spesimen tanda
tangan RKDK
pembukaan

RKDK bagi Pasangan Calon

rekening  koran
nama Pasangan
terkait. Periksa
dengan

ketentuan

baik Pasangan Calon
Perseorangan maupun
Pasangan  Calon  yang |
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mengusulkan diusulkan Partai Politik
Pasangan Calon. atau Gabungan  Partai
Politik.
9. | Cakupan LADK Pasangan Calon | a. Periksa  kesesuaian  isi
menyusun LADK yang LADK dengan dokumen
cakupan informasinya yang memuat informasi
memuat informasi: pendukung seperti RKDK,
a. RKDK; daftar sumber perolehan
b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo
saldc awal atau pembukaan, daftar rincian
saldo pembukaan; perhitungan penerimaan

c. Rincian perhitungan dan pengeluaran yvang
penerimaan dan diperoleh sebelum
pengeluaran  vang pembukaan RKDK dan
diperoleh  sebelum daftar penerimaan
pembukaan RKDK; sumbangan yang diperoleh
dan dari Pasangan Calon atau

d. Penerimaan Partai Politik atau
sumbangan vang Gabungan Partai Politik
diperoleh dari dan pihak lain.
Pasangan Calon | b, Lakukan verifikasi
atau Partai Politik terhadap penerimaan
atau Gabungan sumbangan yang berasal
Partai Politik dan dari Partai Politik atau
pihak lain. Gabungan Partai Politik

Pasangan Calon| yang mengusulkan

menyusun LADK yang Pasangan Calon.

cakupan informasinya

memuat seluruh

penerimaan dan

pengeluaran yang

dilakukan oleh

Pasangan Calon,

10. | Cakupan LPSDK Menyusun LPSDK | Periksa kesesuaian isi LPSDK
yang memuat | dengan dokumen yang
informasi seluruh | memuat informasi pendukung
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penerimaan
sumbangan dana
kampanye yang
diterima setelah
pelaporan LADK.

seperti daftar penerimaan
sumbangan yang berasal dari
Pasangan Calon, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan
Calon, Perseorangan,
Kelompok, dan Badan Hukum
Swasta.
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BAB VI
PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Depok sebagaimana
dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka 12.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib
dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU
Kota Depok.

KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil
audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye
paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada
papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
diterimanya hasil audit oleh KPU Kota Depok dari KAP.

Bagian Kedua

Perumusan Pendapat

Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah
diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan
asurans.

Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh
bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut
mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan
adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang

menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.
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4. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah
Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua
hal yang material.

5. Auditor harus mempertimbangkan:

a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam

itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Bagian Ketiga

Laporan Asurans

1. Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang
kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

2. Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang
terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun
laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

a. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut
merupakan suatu laporan asurans independen;

b. pihak yang dituju;

c. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika
relevan, tentang hal pokok;

d. pengidentifikasian kriteria;

e. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren,
yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok
dibandingkan dengan kriteria;

f. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal
pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya
relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi
penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau
untuk tujuan tersebut;

g. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab
dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung
jawab dan praktisi;

h. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;

i. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;

j. kesimpulan praktisi:



-55-

1) jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang
dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus
dibaca; dan

2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus
dinyatakan dalam bentuk positif.

k. tanggal laporan asurans; dan

l. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya
adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas
perikatan.
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BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk

Kampanye yang berasal dari:

a.

negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat
asing dan warga negara asing;

penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya,;
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

usaha milik desa atau sebutan lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a.
b.

L

dilarang menggunakan dana dimaksud,

wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok;

menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan

wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ kepada KPU Kota Depok paling

lambat 14 (empat belas] Hari setelah masa Kampanye berakhir.

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini

sebagai auditor:

a.

tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Polittk dan Pasangan Calon
perseorangan;

pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang
atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon Perseorangan,;
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d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan Sekretariat KPU /KIP Kabupaten/Kota;

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan
KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang
normal dalam hubungan kerja sehari-hari;

f. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon perseorangan; dan

g. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP
memberikan audit kepatuhan.

Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana

Kampanye yang diaudit.

Bagian Kedua

Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab
II Bagian Kesatu angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon
Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Bab II Bagian Kesatu angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23,
dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kedua
angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota
Depok sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Bab III Bagian Kelima angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak

memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana
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dimaksud dalam Bab IV Bagian Ketiga angka 2, KAP yang bersangkutan

dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5,

tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan

pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang

bersangkutan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1, dikenai sanksi

berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan.

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:

a. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon atau Pasangan Calon Perseorangan; dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan
dalam rapat pleno.

Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU

Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB VIII
DANA KAMPANYE DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

Bagian kesatu

Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU
Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui
aplikasi Dana Kampanye;

2. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk
disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;

3. KPU Kota Depok menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;

4. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota
Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil
audit dalam bentuk naskah asli; dan

b. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli
elektronik;

5. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye
dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman
atau petugas sekretariat KPU Kota Depok dengan menerapkan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19j;

6. KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian hasil audit
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 kepada Pasangan Calon dan
meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
a. Laman KPU Kota Depok;

b. Aplikasi Dana Kampanye; dan/atau

c. Papan pengumuman.
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KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik

kepada KPU melalui surat elektronik.

Bagian kedua

KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur
mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah
ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media
Daring.

Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana
Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka
)

KPU Kota Depok memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Depok
sesuai dengan tingkatannya.

Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota
Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota
Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB IX
PENYAMPAIAN BERKAS LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bagian kesatu

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan
secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan
dibungkus dengan bahan yvang tahan terhadap zat cair;

2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima,
dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih
terbungkus;

3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik
mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan
mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak
paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas
dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:

a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;

b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan
secara fisik; dan

c. Bawaslu Kota Depok, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan
sesuai dengan tingkatannya;

5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen
dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di
tempat penyerahan berkas dokumen;

6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik
menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang
menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka
seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan vang
terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;

7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
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8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik
lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara fisik;

9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya
kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan
sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan

10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan

kebersihannya.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kota Depok memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

Kewajiban KPU Kota Depok dalam memberikan pelayanan yaitu:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Depok, dan dapat
dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,
alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota
Depok, tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kota Depok; dan
berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan
publik.

Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan

Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu,

dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung

Pasangan Calon.

Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana

dimaksud pada angka 4 kepada KPU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota sebagai Lampiran LPPDK.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota.

Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok.
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9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta
mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan
dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada
KPU Kota Depok dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana
Kampanye.

12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan

Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA



LAMPIRAN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276 /KPU-Kot/X /2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
174 /HK.03.1-KPT /3276 / KPU-Kot/IX /2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

e o B

MODEL LADK1-PASLON
MODEL LADK2-PASLON

MODEL LADK3-PASLON

MODEL LADK4-PASLON

MODEL LADKS-PASLON

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA



MODEL LADK1-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1
PASANGAN CALON DAN #

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank

Nomor Rekening

Saldo Awal Pembukaan
Nomor NPWP : dan 8

U T R T T

e B+ T TR

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR® URAIAN!©

UANG (Rp)!! BARANG (Rp)'2

JASA (Rp)©

A.l Penerimaan Sumbangan

1. Pasangan Calon 14

2. Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik!®

3. Sumbangan Pihak  Lain
Perseorangan!é

4. Sumbangan Pihak Lain
Kelompok!?

5. Sumbangan Pihak Lain Badan
Hukum Swastal®

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN!?

A.2 Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank?°

N

Penerimaan Barang Hasil
Pembelian?!

3. Barang Diterima Dimuka??

JUMLAH PENERIMAAN
LAIN-LAIN23

TOTAL PENERIMAAN24

B. Pengeluaran

1. | pertemuan Terbatas2s

Pertemuan Tatap Muka?6

Pembuatan /Produksi Iklan di
Media Massa Cetak dan Media
Massa Elektronik??




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR?® URAIAN1©
UANG (Rp)" BARANG (Rp)'? JASA (Rp)'®

4. Pembuatan Bahan/Design

dan/atau Alat Peraga

Kampanye?8

5. Penyebaran Bahan Kampanye

Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga

Kampanye?®

6. Kegiatan Lain yang Tidak

Melanggar Larangan
Kampanye dan Peraturan

' Perundang Undangan?3°

7. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank?!

Pembelian Kendaraan3?

b

c. Pembelian Peralatan3?

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang %1

e. Pengeluaran Lain®°

TOTAL PENGELUARAN¢®6

C. Utang
1. Sisa Utang?®’

D. Saldo

1 Kas di Rekening Khusus?8
2 Kas di Bendahara®®
3. Barang* o

4 Utang Pembelian Barang*!

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA®? ___ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
ttd. WALIKOTA43
-Nama Lengkap- ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan
LADK.

Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.

Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon,

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.

Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
. Diisi dengan jumlah uang yvang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.

. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon

yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LADK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LADK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LADK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK].

Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan /design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
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26.
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28.

29.

30.

31,
32.

33.

34.

35.
36.
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38.

39.

40.

31
42,

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
Jfoto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan
metode utang.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Diisi dengan jumliah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo Barang vang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.



43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

MODEL LADK2-PASLON

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PASANGAN CALON

DAN

1
2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
: BENTUK DANA KAMPANYE =~ |
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE® UANG (Rp)° | BARANG (Rp)’ JASA (Rpf
1. Pasangan Calon ?
a. Nama Calon
Gubernur/Bupati/Walikota®2
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil
Bupati/Wakil Walikota
Jumlah!0
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik!!
a. Nama Partai Politik !!a
b. Dst. 116
Jumiah!?
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!®
a. Nama Penyumbang........... 128 )
Alamat Penyumbang........... 13P i
No. Telp Penyumbang ........... 13¢ —
No. Identitas Penyumbang............ 134 |
No. NPWP Penyumbang............ 1%¢ s
b. Dst, 13f
- Jumlah!4 e
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!s
a. Nama Kelompok............ Ao
Alamat Kelompok............ 15h
No. Telp Kelompok ........... 15¢
No. NPWP Pimpinan Kelompok............ 5
b. Dst. 1o¢
Jumlah!6 "
5.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta'”?

a. Nama Badan Hukum Swasta:........... 17a




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYES
UANG (Rp)® | BARANG (Rp})’ JASA (Rp)8
Alamat Badan Hukum Swasta............ 17?
No. Telp Badan Hukum Swasta: .......... ks

No. Identitas Badan Hukum Swasta:

b. Dst. 17f

Jumlah1®

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN!?

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA??

_CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd. WALIKOTA?2!
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

i
2.
3.

10.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan
LADK.

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.




11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).

12, Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

Diisi dengan nama penyumbang.

Diisi dengan alamat penyumbang.

Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).

Diisi dengan nomor identitas penyumbang.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila
ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perseorangan.

SR NI~ o

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi
(aktif).

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.

e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila
ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat
dihubungi (aktif).
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian
badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik /Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.



ouwn

s L LMO"E

seNOMV
ldd)oaTvs 1e(dIINVIVATIONAL | oc(TAINVYVIINANTL LNVIVEN 9 TYDONV.L
JOWON vz "ON
VSV
ouun
1
_ «wNOMV | o ILMNg _
AdN)0avs | AdIINVIVNTADONEL | (AdIINVVINIIINTD sINVALYS  HVYINAC I NVIVEN 'TVODNV.L
| HONON i g1 "ON
T ONVEVE o
‘Isa
g
NONY | ILYMNE
«(dgloatvs (dYINVEIVOTADONAL | o (dAINVVININANE] (/NVIVIN STVOONV.L
B JOWON v "ON
SHNVN
g p/s aporrad

NOISVd-€Hav1 THAON

FANVIINYH VNVA NYAVOTIDONTEd NVA NVVNINENTd SVLIALLAY NVIOdWV]

v NVa

NOIVD NVDNVSVd
1 V.LOM/NALVANEIVI /ISNIANOAd
VIOMI'TVMIIMVM NVA VLOMITYM /ILVANE TIMVM NVA ILVdNE/ANNJTEND TIHVM NVA AONNIEND NVHITINID

NOTVO
NVDNVSVd 0001




‘Buen ynjuaq urerep uerenERduad uep ueewauad (UO[SB] Yo]0 UBNIUINP Jedep BAUIBULIO]) 113 Nq IOWOU UBFUIP ST
‘Buen s;niuaq wrerep uerenja8uad uep ueewioudd seJIANNE UBSURINDS /UBTEIN UBSUSP ISTI(]

‘Juen 3njuaq urerep uerenaduad uep ueewauad 1syesuer) [egdue) ueduap SUQ

‘8uen synjusq urerep uerenaduad uep ueewauad sellAne UBSUID ST

‘InJn Jowou uesuap s1d

+ 0 O N~ ®

SV ueyetaiuad winfaqgas wey (njes) 1 uefuop redures B103 /usjedngey 4/ NdY Ne1e §aoy

dI3 /1ISuta0Id NdX U210 uoren uesuesed uedejousd yelss rejnwip nires uore) ueduesed sAuedwrey] eued remy uerode] uerodead apoLad uesuap isud °¢

‘ahueduwrey vueq uesuodepw ued uore) ueduesed BWeU ISI(]  °F

"LIIP UB[UOEOUIW uofe)) ueduesed jedwa) Bl03 /usjedngey] /1suiaoid eweu s ‘|

uore) ueduesed yajo unsnsip 1 uerode]

veDNV.LIL

medueialey
depueremeg
P13 ~-dexduoy ewmep-
ey VLOHITVA ‘PN
AIMVM/1LVANE TEHVA/SONSEEND THVM NOTVO — o»VLOMITYM/1LVNE/SANITEND NOTVO
15a
=5 -H
plddloaivs | o ldUINVIVATEONTD |  o(dHINVYVININANTL wNAHY | LIHAK 0 NVIVEQ e TVODNV.L
JONON ¢z 'ON




ud  Z1'C'1
BWeU NMey 1171
Iepuarey  Q1'C'1
wnuiw ey 60°¢’l
eredoy dmnuad  80°%'1
uerexed  LO'TT
193804 90°T'1T
jopgured  €0'C'1
porfoa)) msoag  +0°T'T
afilf) wereqaes £0'T'1
Wofiyf) uereqaPs  ¢O'Z'1
afueduwrey] B8e1ad 18]V 10°C'1
‘njrek ueerepuas uep ‘oiuey uedesxduarrad
‘wejererad ‘eAuedurey euep Sueieq SBYYISE[S UesIesEpIaq Suereq ynjuaq wepep uerenjpfuad uep uvewlouad unse Jowou uesuap 1S1uda
‘Buereq ynjusq weep uerenpaduad uep ueewauad (uojsed Yo uexniualp yedep eAujeuniof) nsng Iowou ueguap 1S
‘Buereq ynjuaq werep uerenjoduad uep urewouad ([Ip ‘1alow ‘B ‘sod ‘uisny ‘1poy) uenjes ueduap ISH
‘Buereq 3njuaq werep uerenpiuad uep ueewrauad yepunl ueSusp sudg
‘Buereq ynjuaq urerep uwerenafuad uep usewduad sejANNE UBZURIOY /UereIn ueduap ISIg
‘Buereq ynjuaq werep uerenjaduad uep ueewauad 1S¥esULRI] [EFFUL) UBSUIP ISTIO
‘Buereq ynjuaq urerep uerenjaduad uep ueewiauad sejae ueduop IS
JTLIN JOWOU UBZUIpP ISTI(]
‘Buen ynjuaq urerep opres yejwn! ueduap s1ug
‘Buen ynjuaq urerep uerenpaguad yepwnf usduap Qg
‘Fuen ynjuaq werep ueewnsuad yerwn{ ueduap s

"10°1°T mre£ guen njuaq urerep uerenpduad uep ueewnouad unye JoWOU UBGUIP ISHA

0¢
61
81
LT
91
el
4!
€1
A
i
01



‘Buein weseuniad ynjun uerenp8uad uep Suein apojowl ueSusp uesnyelp Sued Fuereq uerpquad [ISeY ISYESURI) [¥Nq JOWOU UBSUIP ISTIJ
‘Suein ueseunjed ynjun uerenE8uad uep Suein apojow weSuap ueynye(p Sued Suereq uerpquuiad [ISeY ISYesSURI) UBSURIAleY /UBreIn uBdup IS1(
‘Buein ueseun(ad yniun uerenpaduad wep Fuein apojow ueduap ueynyep fuek Suereq ueroquiad [1SeY IsyeESURI] [eFFUR] UBSUIP ISTJ
‘Suein ueseunjad yniun verenpiuad uep Suein apojow ueguap uesnyep Sued uereq uerpquiad [Isey IsyesueIl ueduap 1SN
JNIN JoWou UBBuUap IS
‘resed e8rey ueBuap rensas yerdnl werep 93 ISIAU0NIp yed) 3ueA esel ynjuaq werep opres yejwnf ueduap s
-resed e81ey ueSuap rensas yerdnt weep 93 1SI2AUOHIP yea) Sued esel sinjuaq werep uerenjedusd yepunl ueduap sng
‘resed eSrey ueSuop rensas Yeidna weep 93 ISIAUONIP Yerd) ues esel synjuaq wepep ueewLouad yepwnl uesuap sug
"10°¢’'[ nyeA esel syynjuaq werep uerene8uad uep ueewlouad unje Jowou Ue3uap ISNd
‘Bsel ynusq weep uerenpduad uwep ueewiguad NG JOWOU UBFUIp IS
‘esef yynjuaq weep uerenaduad uep ueewLIdUad SEANNE UBSUBISLY /UBTRIn UB3Uap ISNd
ese[ 3njuaq urerep uerenaduad uep ueewnlouad ISyesSURI) [BSFUR) UESUIP IS
esel 3njuaq werep uvereneduad uep uerwiduad sBANNE UBGUSP ISII]
“InaN Jowou ueduap 1St
-resed virey ueguap rensas yerdng werep o3 18I9AU0NP Yea) Sued Juereq ynjuaq urerep opres yepmunl ueduap s1ud
‘resed eSrey ueguap rensas yeidna Weep 9y ISISAUONIp yers) Sued Suereq ynjuaq wefep uerenjaduad yepun( ueduap 1s1ug
‘resed e8rey ueduap rensas yerdnt weep 93 [s19AU0NIp yeR) Sued Suereq ynjuaq wepep ueewnauad yerunl ueduap 1sug
ueBrepuay  10°L'T
Jojuey uedeyduaidd 10°9°'1
ugjefelsd 10°C6'1
ns ST'e'l
sunfed $1°T'1
SHM 3BV €11

LE
9¢
BE
¥E
£t
¢
Tk
0€
6T
8¢
LT
9T
14
+C
€T
'¢e
‘¢



"B1OHI[EM [REM NEJE iedng [BEm NEBIe INWIdqND [IBM UOeD Yyalo uegueispueli(
“B105I[e M nele nedng nele snuiaqno uore) yo[o iuesueiepueli(]

‘Suen opres yepwnf ueduap 1sudg

‘Buein apojow ueduop uesnsenp Sued Suereq uerpquiad [Isey sxesuel) yepunf weSusp sua

'S'0TT
nired 3uein ueseunfod ynjun uerenja8uad uep Fuein opojow ueduap uenyenp Suek Suereq uerpquad [ISBY ISYESURI] UNME JOWOU UFuap IS

e
Kd%
RS
‘Buein ueseuniad snyun uerenpaduad yepwnl wesuap s

6€

8€



ﬁ

LOGO PASANGAN
CALON

]

MODEL LADK4-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA :

PASANGAN CALON DAN 2

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
PENERIMAAN’ PENGELUARANS® SALDO® .m
" NOMOR
NO* URAIAN® AKUNS
{unit) 7= (Rp) ™ {unit) 8a (Rp) 80 (unit) °2 {Rp)
1. Persediaan Barang!®
& Alat Peraga Kampanye 1.2.01
1) Baliho/Billboard
2) Umbul-Umbul
3) Spanduk |
4) dan lain-lain
% Selebaran (flyer) 1.2.02

Brosur (leaflet)

1.2.03




PENERIMAAN" PENGELUARAN® SALDO®
NO* URAIANS s
(unit) = (Rp) ™ (unit) 8= (Rp) & (unit) °= (Rp)
g | Featint 1.2.04
g, | e 1.2.05
1| Falaln 1.2.06
1) Jaket
2) Kaos
3) Rompi
4) dan lain-lain
& Penutup kepala 1.2.07
g |t 1.2.08
o | aseuder 1.2.00
3, | BeR A 1.2.10
x | B 1.2.11
i | Biat e 1.2.12
- 1.2.13




NO*

URAIAN®

NOMOR
AKUN®

PENERIMAAN~

PENGELUARAN?®

SALDO®

(unit}) 7=

{(Rp) ™

[unit) 82

(Rp) =

{unit) %

(Rp) *

Stiker

1.2.14

Peralatan!!

a. .

1.5.01

o T

1.5.01

Perlengkapan Kantor!?

a. .

1.6.01

b

1.6.01

Kendaraan'®

1.7.0.1

Bivies

HRTHR I |

JUMLAH '




CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA'®
ted
-Nama Lengkap-

___ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA!S
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01  Alat Peraga Kampanye
1.2.02  Selebaran (flyer)
1.2.03  Brosur (leaflet)

1.2.04  Pamflet

1.2.05 Poster

1.2.06  Pakaian



1.2.07 Penutup kepala
1.2.08  Alat minum
1.2.09 Kalender

1.2.10 Kartu nama
1.211  Pit

1.2.12  Alat tulis

1.2.13  Payung

1.2.14  Stiker

1.5.01 Peralatan
1.6.01 Perlengkapan kantor
1.7.01 Kendaraan

Diisi dengan jumlah penerimaan barang.

a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.

b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.

a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.

b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah saldo barang.

a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habispakai.
Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.



MODEL LADKS-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2
PASANGAN CALON__ DAN__ 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi
Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor__ Tahun___ dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI_ 4) berdasarkan bukti-bukti dan atau
fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yvang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKI
WALIKOTA*
ttd. Cap
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai
sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sampai dengan 1 {satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana
Kampanye.

*) Pilih salah satu



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Nomor NPWP
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

]

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik

Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik

Alamat Pimpinan Partai Politik

Nomor Telepon/Telepon  Genggam
Pimpinan Partai Politik (aktif)

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan

Pengesahan Badan Hukum

atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan

kelompok
Nomor Telepon/Telepon

Genggam (aktif)
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4, sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi
masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badanhukum swasta
Alamat badan hukum swasta

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif)

Nama  Pemegang  Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

2

Penyumbang,

ttd.
(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA



LAMPIRAN III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276 /KPU-Kot/X /2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
174 /HK.03.1-KPT/3276 /KPU-Kot/IX /2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

il e Ml

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

MODEL LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE

MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE |

MODEL LPSDK3-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA



MODEL LPSDK1-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA L
PASANGAN CALON DAN 2

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
Tanggal Pembukaan Rekening . 4
Nama Bank 3 5
Nomor Rekening i s
Nomor NPWP y dan 7
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMORS? URAIAN®
UANG (Rp)'° BARANG (Rp)!! JASA (Rp)"?
A. Penerimaan Sumbangan

Pasangan Calon 13
2. Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik
3. Sumbangan Pihak Lain

Perseorangan!
4. Sumbangan Pihak Lain

Kelompok!®
5 Sumbangan Pihak Lain Badan

Hukum Swastal?

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN!#
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA!® __  CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
ttd. WALIKOTAZ20
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.




12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.
20.

Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.

Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.

Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.

. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.

. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah

dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yvang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LPSDK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yvang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LPSDK 2.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.

Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.



MODEL LPSDK2-PASLON

[ LOGO PASANGAN

CALON J

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PASANGAN CALON

DAN

1
2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode

s/d 3

NOMOR*

SUMBER DANA KAMPANYE®

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)°

BARANG (Rp)’

JASA (Rp)®

1.

Pasangan Calon ¢

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota®a

b. Nama Calon Wakil Gubernur
Bupati/Wakil Walikota®

JWakil

Jumlah!®

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik!!

a. Nama Partai Politik 2

b. Dst. 11b

Jumlah1?

30

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!?®

a. Nama Penyumbang............ 13a

Alamat Penyumbang............ 135

No. Telp Penyumbang............ 1ae

No. Identitas Penyumbang............ 134

No. NPWP Penyumbang 13e

b Dat: 13¢

Jumlah!4

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!$

a. Nama Kelompok ........... 15a

Alamat Kelompok ........... Tab

No. Telp Kelompok............ 15¢

No. NPWP Pimpinan Kelompok b

b; Dst. s

Jumlah16

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal?

a. Nama Badan Hukum Swasta: ........... 17a




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE®
UANG (Rp)° BARANG (Rp)7 JASA (Rp)®
Alamat Badan Hukum Swasta: ...........170
No. Telp Badan Hukum Swasta: .......... 17g
No. Identitas Badan Hukum Swasta:
- 17d
No. NPWP Badan Hukum Swasta:........... 17e
b. Dst, 17f
Jumlah?8

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN!?

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA20

-Nama Lengkap-

ttd. WALIKOTA?2!
ttdl

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1,
2
3.

10.

K1,

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon,

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam hentuk jasa yang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa vang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

_CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL




a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

Diisi dengan nama penyumbang.

Diisi dengan alamat penyumbang,

Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).

Diisi dengan nomor identitas penyumbang.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila
adaj.

e R e

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perseorangan.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesual identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyvumbang.
. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
¢. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi
(aktif).
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila
ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat
dihubungi (aktif}.
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian
badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.



MODEL LPSDK3-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1
PASANGAN CALON___DAN__ 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan)_periode
tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi
Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor__ Tahun___ dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disgjikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI %) berdasarkan bukti-bukti dan atau
fakta yang sebenarnya.

4, Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan,

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*
Cap
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan
Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu]
hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.

4, Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye.

%) Pilih salah satu



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Nomor NPWP

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik

Alamat Partai Politik s
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik

Alamat Pimpinan Partai Politik

Nomor  Telepon/Telepon  Genggam
Pimpinan Partai Politik (aktif)

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

2

ftd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon

LOGO PASANGAN
CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan

Pengesahan Badan Hukum

atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi

masyarakat vang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badanhukum swasta
Alamat badan hukum swasta

Nomor Akta pendirian Badan

Hukum Swasta
Nomor NPWP badan hukum

swasta
Nama Direksi atau Pimpinan

Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif)

Nama  Pemegang  Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

2

Penyumbang,

ttd.
(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA



LAMPIRAN IV
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276 /KPU-Kot/X /2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX /2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2020
MODEL LPPDK1-PASLON : ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

2. MODEL LPPDK2-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

3. MODEL LPPDK3-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE

4. MODEL LPPDK4-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

5. MODEL LPPDK5-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

e B



MODEL LPPDK1-PASLON

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* !

PASANGAN CALON dan <

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

Alamat :

Alamat domisili :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan
Wakil Wali Kota *

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:



Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan

salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas

nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati /Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum* atau Kami membuka

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil

Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum™

Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk

pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi

surat pernyataan dari kami*.

Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling

lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan scbagai Pasangan Calon oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank

Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu)

hari setelah masa kampanye berakhir.

Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye

berakhir.

Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu

dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP

Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.

Kami menyusun LADK yang memuat informasi:

a. RKDK;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

saldo awal atau saldo pembukaan;

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah

dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari

penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum

periode pembukuan LADK;

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan

yvaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00

waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya*, yang dilengkapi dengan:

a. formulir Model LADK1-PASLON;

b. formulir Model LADK2-PASLON;

e pp o



10.

11

13

14.

c. formulir Model LADK3-PASLON;

d. formulir Model LADK4-PASLON; dan

e. formulir Model LADK5-PASLON.
Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK
dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*.

Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan
Dana Kampanye vang kami terima setelah pembukuan LADK.

Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan
sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan,
Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul
18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

a. formulir Model LPSDK1-PASLON,;

b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan

c. formulir Model LPSDK3-PASLON.

. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye
berakhir.

Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan
Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam
bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah
masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,
dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

formulir Model LPPDK 1-PASLON;

formulir Model LPPDK2-PASLON,;

formulir Model LPPDK3-PASLON;

formulir Model LPPDK4-PASLON;

formulir Model LPPDKS5-PASLON;

surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;

surat pernyataan penyumbang Partai Politik;

surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;

surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;

Salinan RKDK dan Rekening Koran;

Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan

PR S RSO AL O



15.

16.

17.

18.

19

21

m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.

Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,

dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,

dan/atau jasa vang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian

barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umumj

vang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah

ni;

a. Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain
perseorangan; dan

b. Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah} untuk
penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.

Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang

yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan

Kampanye.

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami

menerima sumbangan vang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan

¢. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat
14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan
bukti setor kepada KPU.

Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam

aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti

membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang

ditempatkan dalam RKDK.

Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,

dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses

bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



CALON GUBERNUR,/BUPATI/WALIKOTA CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
o WALIKOTA

-Nama Lengkap- thd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Pilih salah satu



MODEL LPPDK2-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KGTA t
PASANGAN CALON DAN =

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
Tanggal Pembukaan Rekening 4
Nama Bank : 5
Nomor Rekening g G
Saldo Awal Pembukaan . v
Nomor NPWP . dan B
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR® URAIAN®
UANG (Rp)!! BARANG (Rp}!2 [ JASA (Rp}i?
A.l Penerimaan Sumbangan

L. Pasangan Calon 11
2. | Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik!s
3. Sumbangan  Pihak Lain

Perseorangan’®
4. Sumbangan Pihak Lain

Kelompok!?
o, Sumbangan Pihak Lain Badan

Hukum Swastal®

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN!®

Penerimaan Lain-Lain

. Bunga Bank?°

2. Penerimaan Barang Hasil
Pembelian?!

3. Barang Diterima Dimuka??

JUMLAH PENERIMAAN
LAIN-LAIN23

TOTAL PENERIMAAN?24

B. Pengeluaran

Pertemuan Terbatas?®

2. Pertemuan Tatap Muka?®

Pembuatan/Produksi Iklan di
Media Massa Cetak dan Media
Massa Elektronik??




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR® URAIAN0

UANG (Rp)"" BARANG (Rp) ™2 JASA (Rp)'?

4. Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye?®

5. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga

Kampanye??
6. Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan

Kampanye dan Peraturan
Perundang Undangan?®

7. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank3!

b. Pembelian Kendaraan?3?

c. Pembelian Peralatan??

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang 34

e. Pengeluaran Lain®

TOTAL PENGELUARANS6
c Utang
1 Sisa Utang®’
D. Saldo

Kas di Rekening Khusus8

Kas di Bendahara3®

Barangi?

il ol

Utang Pembelian Barang?*!

___ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd. WALIKOTA%3
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.



13.

14,

15.

16.

Iz,

18.

19.

20.

=),

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir
masa kampanye.

Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.

Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.

Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.

. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon

yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LPPDK 3.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yvang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LPPDK 3.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan /design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.



22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,
32.

33.

34,

35.
36.
37,
38.

39.

40.

41.
42,

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik], kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahunj), dan
Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan,

Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan
metode utang.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Penutupan periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah saldo Barang vang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.



43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.



MODEL LPPDK3-PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1
PASANGAN CALON DAN 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE®

UANG (Rp)° | BARANG (Rp)’ | JASA (Rp)®
L. Pasangan Calon °

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota®»

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil
Bupati/Wakil Walikota®?

Jumlah!0

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik!?!

a. Nama Partai Politik 11a

b. Dst. 110

Jumlah!2

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangani?

a. Nama Penyumbang............ 13a

Alamat Penyumbang .......... Jwb

No. Telp Penyumbang............ 18c

No. Identitas Penyumbang............ 1

No. NPWP Penyumbang............ 1de

b. Dst. 13f

Jumlah!4

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!s

a. Nama Kelompok........... 13a

Alamat Kelompok ........... L

No. Telp Kelompok............ tae

No. NPWP Pimpinan Kelompok............ 15d

b. Dst. 15¢

' Jumlah!6

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal?

a. Nama Badan Hukum Swasta: ........... 17a




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYES UANG (Rp)° BARANG (Rp)’ JASA (Rp)®
Alamat Badan Hukum Swasta............ L
No. Telp Badan Hukum Swasta: .......... 17¢
No. Identitas Badan Hukum Swasta:
.......... 17d
No. NPWP DBadan Hukum Swasta
i7e
b. Dst, 11
Jumlah!®
TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN!?
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAZ0 _CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
ttd. WALIKOTA?!
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

i
2,
a8

1

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir
masa kampanye,

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon,

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang vang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

0. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.




11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

Diisi dengan nama penyumbang.

Diisi dengan alamat penyumbang.

Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).

Diisi dengan nomor identitas penyumbang.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila
ada).

Mmoo TR

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perseorangan.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi
(aktif).
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.

e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila
ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang,.
b. Diisi dengan alamat penyumbang,
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat
dihubungi (aktif).
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian
badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.



ﬁ LOGO PASANGAN

CALON

MODEL LPPDK4-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1

PASANGAN CALON

DAN 2

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
B UANG®
NO. ¢ NOMOR .
TANGGAL® URAIAN’ PENERIMAAN(Rp)!® | PENGELUARAN(Rp)"' SALDO(Rp)!?
BUKTI® | AKUN®
H..
Dst.
BARANG!?
NO, 18 NOMOR
TANGGAL" URAIAN!6 - JUMLAH'" SATUANS PENERIMAAN{Rp)?' | PENGELUARAN(Rp)?*? | SALDO(Rp)**
BUKTI!" | AKUN?
Hb
Dst.
JASAZ
NO., 24 NOMOR
TANGGAL?Z URAIAN?7 PENERIMAAN(Rp)®® | PENGELUARAN(Rp)®' | SALDO{Rp)*
BUKTI?® | AKUNZ9

Dst.




UTANG*

NO. 23 NOMOR
TANGGAL? URAIAN®6 PENERIMAAN(Rp)*® | PENGELUARAN(Rp}*® SALDO(Rp)"
BUKTI®" | AKUN?8
1.
Dst.
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA%> __CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
ttd. WALIKOTA43
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye,

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

Diisi dengan uraian/keterangan alktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

o e B

Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.



28

10.
11.
12,
12
14,
15.
16.
1.
18.
19.
20.

Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan,
perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
1.2.01 Alat Peraga Kampanye
1.2.02 Selebaran (flyer)
1.2.03  Selebaran (flyer)
1.2.04 Brosur (leaflet)
1.2.05 Pamflet
1.2.06 Poster
1.2.07 Pakaian
1.2.08 Penutup kepala
1.2.09 Alat minum
1.2.10  Kalender
121 Kartu nama
1212 Pin



21
22
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1.2.13  Alat tulis

1.2.14 Payung

1.2.15  Stiker

1.5.01  Peralatan

1.6.01  Perlengkapan kantor
1.7.01 Kendaraan

Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke delam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan nomor urut,

Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.



38.

39.
40.
41.
42.
43,

Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu
2.2.0.5.

Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.

Diisi dengan jumlah saldo utang.

Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.



ﬁ

LOGO PASANGAN
CALON

g

MODEL LPPDKS5-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PASANGAN CALON DAN

1.2.05

Periode s/d 3
PENERIMAAR’ PENGELUARANS® SALDOQ®
NO* URAIANS g
(unit) 7= (Rp) ™ (unit) * {Rp) * (unit) o= (Rp)
1 Persediaan Barang!®
- Alat Peraga Kampanye 1.2.01
1) Baliho/Billboard
2) Umbul-Umbul
3) Spanduk
4) dan lain-lain
. Selebaran (flyer) 1.2.02
o Brosur (leaflet) 1.2.03
| TR 1.2.04
Poster




PENERIMAAN? PENGELUARAN® SALDO?
NO URAIANS g a
(unit) 7= (Rp) (unit) 52 (Rp) (unit) o= (Rp)
g | Yesaam 1.2.06
1) Jaket
2) Kaos
3) Rompi
4) dan lain-lain
% Penutup kepala 1.2.07
g, |AARnug 1.2.08
i Kalender 1.2.00
G e 1.2.10
g | T 1.2.11
. [P 1.2.12
i, | PAYHRE 1.2.13
iy, || THREY 1.2.14
2 Peralatan!!




NOMOR PENERIMAAN7 PENGELUARAN® SALDO®
NO* URAIAN® AKUNG
(unit) 7 (Rp) ™ (unit) 52 (Rp) * (unit) %= (Rp)
a. . 1.5.01
| S 1.5.01
3. Perlengkapan Kantor!?
a. . 1.6.01 “
B 1.6.01
4. Kendaraan'?
1.7.0.1
a. .
5 1.7.0.1
JUMLAH 4

ttd

-Nama Lengkap-

WALIKOTA'®

ttd

-Nama Lengkap-

___ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL




Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01 Alat Peraga Kampanye
1.2.02  Selebaran (flyer)
1.2.03  Brosur (leaflet)
1.2.04 Pamflet

1.2.05 Poster

1.2.06 Pakaian

1.2.07 Penutup kepala
1.2.08 Alat minum
1.2.09  Kalender

1.2.10 Kartu nama
1,23 Pia



10.

i B

12,

13.

14.

1.2.12  Alat tulis

1.2.13  Payung

1.2.14  Stiker

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor
1.7.01 Kendaraan

Diisi dengan jumlah penerimaan barang.

a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.

b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yvang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.

a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.

b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah saldo barang.

a. Diisi dengan jumlah saldo barang.

b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habispakai.

Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.

Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.

Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.



15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Nomor NPWP

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

[

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

H]

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik

Alamat Partai Politik

Nomor Akta Pendirian Partai Politik
NPWP

Nama Pimpinan Partai Politik

Alamat Pimpinan Partai Politik

Nomor  Telepon/Telepon  Genggam
Pimpinan Partai Politik (aktif)

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4, sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinyva.

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan

Pengesahan Badan Hukum

atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan

kelompok
Nomor Telepon/Telepon

Genggam (aktif)

Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi
masyarakat yang terdaftar.,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinyva.

3

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badanhukum swasta
Alamat badan hukum swasta

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif)

Nama  Pemegang  Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnva, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.
(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK



LAMPIRAN V

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276 /KPU-Kot/X/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
174 /HK.03.1-KPT /3276 /KPU-Kot/IX /2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE,
BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

MODEL TANDA TERIMA
PENERIMAAN LADK
MODEL TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPSDK

MODEL TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPPDK

MODEL BA
PENERIMAAN LADK
MODEL BA HASIL
PENERIMAAN LPSDK

HASIL

MODEL BA HASIL
PENERIMAAN LPPDK

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE



SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. ‘Nama Calon (riberimir) Bupatl fWall KOLETY ... o ccusmms oo oms s s
Nomor KTP e S R N W W
Alamat T e

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) : ........cocovvnvinviennnnnennnns
Nomor KTP D e S R e

Alamat -2 00 DT S N

Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama SRR AU JOROUN SR N~ SO0 0 S
Nomor KTP e LM o AR s el P o e | Rl

Alamat e T e R e

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)

.......................... Talun: e di Banke..ossanusaaiiaanasa: KENtor
Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu®}..c.ccccececmceenaes Nomor
RERCDINE orsemmebomimmrodnmpenmmmnss AeHEan MANI oo e o rme e terhitung
mulai tanggal .........ccoceiiiiienn. .. Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi

penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan
dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala
resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab

penerima kuasa.

*) Coret vang tidak perlu

Pemberi Kuasa,

e MATERAI -
6000
Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/WaliKota*)

Penerima Kuasa,

ttd

(Nama Penerima Kuasa)



TANDA TERIMA
PENERIMAAN LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ...........

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA?) ....c.cceeterarecnccssssasesasessscnss ess FAUN ..conovnss

............................ Pukul ............... (waktu setempat), telah diterima Laporan
Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*) ........cccovvvvvnnennn.. Tahun........... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

..................................................................................................................

..................................................................................................................

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian

sebagai berikut:

NO - JENISDOKUMEN | STATUS DOKUMEN*Y) | DOKUMEN | KETERANGAN
1 Scan Formulir Model LADK 1-PASLON D e Tidak
" | (Laporan Awal Dana Kampanye) Ada
Scan Formulir Model LADK2-PASLON Tidak
2. | (Daftar Penerimaan  Sumbangan O Ada Rite
Dana Kampanye)
E‘ Scan Formulir Model LADK3-PASLON Tidak
3. | (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Ada Ada
Pengeluaran Dana Kampanye)
Scan Formulir Model LADK4-PASLON Tidak
4. | (Daftar Persediaan Barang Dana D Ada Ada
Kampanye)
| Sean Formulir Model LADKS5-PASLON Tidak
5. | (Surat Pernyataan Tanggus Jawab D Ada Ada
Atas Laporan Awal Dana Kampanye)
6. Scan Surat pernyataan penyumbang D et Tidak
Pasangan Calon Ada
|




JENISDOKUMEN | STATUS DOKUMEN*) | KETERANGAN
Scan Surat pernyataan penyumbang Tidak
7. | Partai Politik atau Gabungan Partai | [] Ada o
| Politik
3 i Scan Surat pernyataan penyumbang Ada Tidak
" | pihak lain Perseorangan O Ada
Scan Surat pernyataan penyumbang Tidak
9. | pihak lain Kelompok beserta| [[] Ada oy
lampiran
Scan Surat pernyataan penyumbang Tidak
10. | pihak lain Badan Hukum Swasta D Ada Ads
beserta lampiran
Scan Buku Rekening Khusus Dana Tidak
ks Kampanye O Ada Ada
12. Scan Rekening Koran Rekening 0O s Tidak
Khusus Dana Kampanye Ada
Scan Surat Keterangan Pengelola Tidak
13. | Rekening (apabila RKDK tidak | [] Ada X
dikelola oleh Pasangan Calon)
y Ti
14. Scan Surat Penunjukan Petugas D o idak
Penghubung Pasangan Calon Ada
: 2 ; Tidak
15. | Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi [ Ada Ada
Sean bukti Tagihan/Utang (apabila Tidak
16| Jda) O Ada i
Scan Formulir Model LADK1-PASLON Tidak
. (untuk publikasi) O Ada Ada
; Tidak
18. | File Backup 0 Ada Ada




Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

s =
(tanda tangan) ( AP | (tanda tangan)
Laics nama lengkap......... ) L nama lengkap......... )
Jabatan: Jabatan:
Nomor telepon: Nomor telepon:
Keterangan :
1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist (v') pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3.

Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document
Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;

Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online
Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui
SIDAKAM Online;

Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.



TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPSDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*) ...........

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA?) .cuvevuversnccrsesnsnnssnsessnsansns «sss. TAHUN ..........
Pada hari .........ccoceeeenenes tanggal ................ 0 7 P g Tahun
............................ Pukul ............... (waktu setempat), telah diterima Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*) ......ccccovennninnnin Tahun....... .. atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

..................................................................................................................

..................................................................................................................

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) online dengan rincian

sebagai berikut:

NO | JENIS DOKUMEN - | STATUS DOKUMEN**) | DOKUMEN KETERANGAN
Scan Formulir Model LPSDKI1- Tidak
1. | PASLON (Laporan Penerimaan | [[] Ada P
Sumbangan Dana Kampanye)
Scan Formulir Model LPSDK2- Tidak
2. | PASLON  (Daftar  Penerimaan | [] Ada o
Sumbangan Dana Kampanye)
Scan Formulir Model LPSDK3-
PASLON (Surat Pernyataan o
3. | Tanggung Jawab Atas Laporan a Ada O Tida
] Ada
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye)
Scan Surat pernyataan Tidak
4, A
penyumbang Pasangan Calon a e Ada
E Scan Surat pernyataan Tidak
5. | penyumbang Partai Politik atau D Ada FE
Gabungan Partai Politik
Sean Surat pernyataan Tidak
6. | penyumbang pihak lain D Ada At
Perseorangan




NO|  JENIS DOKUMEN STATUS DOKUMEN*) ' KETERANGAN
Scan Surat pernyataan Tidak
7. | penyumbang pihak lain Kelompok | [[] Ada e
beserta lampiran
Scan Surat pernyataan Tidak
8. | penyumbang pihak lain Badan | [J Ada K
Hukum Swasta beserta lampiran
9. Secan. Rekening Koran Rekening D i Tidak
Khusus Dana Kampanye Ada
Scan Buku Rekening Khusus Dana Tidak
H: Kampanye O Ada Ada
Scan Formulir Model LPSDKI- ;
11.| PASLON O Ada T::f;‘
(untuk publikasi)
) Tidak
12. | File Backup O Ada A
................ 05 ST G <N =W
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
(tanda tangan) r CAP ‘\'-. (tanda tangan)
(oeeees nama lengkap......... ) Eiciss nama lengkap......... )
Jabatan: Jabatan:
Nomor telepon: Nomor telepon:
Keterangan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis Pemilihan;

2. **) Diisikan ceklist (v) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;

3. Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document
Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;

4. Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;

5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui
SIDAKAM Online; dan

6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.




TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ...........

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI

KOTA DM wm wm KOTA*' (R R R N R R R R R R R A R R R A ] Tm LR LR R R L)
Pada hari .........ccoovevnnnns BT .. coilenninbins BRBEE. Lo o Tahun
............................ Pukul ............... (waktu setempat), telah diterima Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota*) ...........c.coevvvnnnenn. Tahun........... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

..................................................................................................................

..................................................................................................................

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian

sebagai berikut:

NO JENIS DOKUMEN | STATUS DOKUMEN**) | DOKUMEN | KETERANGAN

1 Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON D Ay
" | (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)

Tidak
Ada

Secan Formulir Model LPPDK2-PASLON :

; Tidak
2. | (Laporan Penerimaan dan D Ada Ada
F Pengeluaran Dana Kampanye)

Secan Formulir Model LPPDK3-PASLON
3. | (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Ada
Kampanye)

Tidak
Ada

Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON Tidak
4. | (Laporan Aktivitas Penerimaan dan O ada

Ad
Pengeluaran Dana Kampanye) .
Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON Tidak
5. | (Daftar Persediaan Barang Dana O Ada AdE
Kampanye)
Scan Surat Pernyataan Penyumbang Tidak
& Pasangan Calon O Ada Ada




Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

NO|  JENISDOKUMEN | STATUS DOKUMEN**) | DOKUME
Scan Surat Pernyataan Penyumbang Tidak
7. | Partai Politik Atau Gabungan Partai | [] Ada it
Politik
3 Scan Surat Pernyataan Penyumbang i Tidak
" | Pihak Lain Perseorangan U Ada
Scan Surat Pernyataan Penyumbang Tidak
9. | Pihak Lain Kelompok beserta| [] Ada Ada
lampiran
Scan Surat Pernyataan Penyumbang Tidak
10. | Pihak Lain Badan Hukum Swasta| [] Ada it
beserta lampiran
Scan Buku Rekening Khusus Dana Tidak
o Kampanye D A Ada
Scan Rekening Koran Rekening 0 Tidak
12, Ada
* Khusus Dana Kampanye Ada
. . g Tidak
13. | Sean Bukti Pengeluaran/Kwitansi D Ada Ada
Scan Bukti Tagihan /Utang (Apabila Tidak
14. Ada) O Ada Ads
15 Scan Surat Pernyataan Penutupan 0 aa Tidak
" | RKDK dari Bank Umum a Ada
Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon Tidak
Ad
16| (Untuk Publikasi Ly B Ada
' Tidak
17. | File Backup O Ada el file




|

\

(tanda tangan) ’ CAP \\"1 (tanda tangan)

'\\_\__‘_. 5 o
bissnass nama lengkap......... ) bouasn nama lengkap......... )
Jabatan: Jabatan:
Nomor telepon: Nomor telepon:

Keterangan :

1. *} Disesuaikan dengan jenis pemilihan;

2. **) Diisikan ceklist (v') pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;

3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document
Format (PDF} melalui SIDAKAM Online;

4. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;

5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui
SIDAKAM Online; dan

6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.



BA HASIL
PENERIMAAN LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*) .....ccooee

BERITA ACARA
NOMOR © ciconmrsansurinsmneronnsannsanisssssosennisannsnssssns

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) .cccceciurernronesrnconaes

Pada hari ini .............. tangeal ..o 5171 5y SR SEp— Tahun
crverneennen. . DETtEMpat di...ooovoeieiien., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*) ........ccccoviiniinnnnn, telah menerima Laporan Awal
Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

PRIFEIT  ensmmmommninss sampai dengan pukul 18.00 WIB/WITA/WIT¥),
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang menyampaikan atau tidak
menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:



~ NAMA PASANGAN CALON

. _ _ PENYAMPAIAN | KETERANGAN
1 |Calon Gubernur/Bupati/Wali | Pukul ... ' (diisi
Kota*) dan Calon Wakil | WIB/WITA/WIT* @ “menyampaikan”
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)  atau “tidak
. menyampaikan”)
R e |
N T |
< T8 T — }

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil
pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota* ................ , serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota¥)................ ; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATENTKEY PR .. coisnmnnenivmmmsismmmssbssesusssbansnins
I NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
: 9 Ketua |
Z. Anggota
3. Anggota
. Anggota
56 Anggota
._7 | Anggota
|
Keterangan:

*} Coret yang tidak perlu



HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA

Gabungan Partai Politik dan pihak lain

DAN WAKIL WALI KOTA*) ccccverrerassssssensssssssesnsnesonascens TAHUN ..........
- TR e 1. PENERIMAAN LADK _ e s
~ NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU :
........................................................................................ T T ST e cessansnss WIB/WITA/WIT*)
II. HASIL PENCERMATAN LADK
. HASIL PENCERMATAN =
NO PENCERMATAN TIDAK | _. _ | TIDAK KETERANGAN
| e LENGKAP | yengrap | SESUAL | gpsuar
; Nama Bank : ..oy
1 | Rekening Khusus Dana Kampanye s, T
9 Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing MEWPEasion 10 oo i
Pasangan Calon NPWP Paslon 2 .iiieeivsiigms
ldo Awal atau Saldo Pembukaan :
3 | Saldo Awal atau Saldo Pembukaan MM R ARG s TGS (R
Sumber Perolehan saldo awal atau saldo SOmbEC LETg ERAn mEQo. ek atan wmh.mo
4 pembukaan berasal dari................. sejumlah
pembukaan Rp
B Jumlah rincian penghitungan penerimaan JUumlah BRp sivcoanaas
dan pengeluaran yang sudah dilakukan
sebelum penyampaian LADK, apabila saldo
S5 |awal merupakan sisa dari penerimaan
dana dengan peruntukkan kampanye yang
diperoleh sebelum periode pembukuan
LADK
Penerimaan sumbangan yang bersumber Sumbangan
6 | dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Paslon Rp......

Parpol/Gabungan Parpol : Rp ......




T HASTL PENCERMATAN LADK

LADK.

NO | PENCERMATAN . | TIDAK .. TIDAK | KETERANGAN
- LENGKAP |, pvepap  SESUAL  cpopyay __ ; .
_ Pihak lain SRP s
7 Seieh pada dedt penybipan. peniuiian Saldo periode LADK : Rp ......ccuuuueee.

Catatan tambahan:

uﬁﬂﬂﬂﬂﬂ% :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (v') pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.




BA HASIL
PENERIMAAN LPSDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?*) ...........

BERITA ACARA

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILTHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA®] .ccsiviirininisnsnisarssissosssesssans TAHUN .............

Pada Dbari 0 s targpal .ocanonnn 1= 1 5 (O AR Tahun

e DETtEMpPAt dicooeorccrcrceen., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota*) ........ccovvvvivnnnnns telah menerima Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*),

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye pada hari ..........coccceeinnnnen tanggal.......cccooovieinrinnnnn. bulan
......................... tahun ................. sampai dengan pukul 18.00
WIB/WITA/WIT#*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang menyampaikan
atau tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye yaitu:



1 |Calon Gubernur/Bupati/Wali|Pukul = ... ' (diisi
Kota*) dan Calon Wakil | WIB/WITA/WIT* | “menyampaikan”
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) atau “tidak
3 -~ menyampaikan”)
Y | S
i e -
| s

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil
pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ................ , serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota¥)................ ; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATENFREITER ...oocesocinssosssossossssssmsnsssnsnsasdossansss

' NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| 1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota
| 4. Anggota
| S Anggota
' 6 Anggota

l T | °F Anggota

|

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA

tanggal penerimaan sumbangan

DAN WAKIL WALI KOTAY) ..ccccciinmimcacerrcacacirissscasanss TAHUN ..........
. . 1. PENERIMAAN LAPORAN
 NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL . WAKTU
........................................................................................ I W= vererseeess WIB/WITA/WIT*)
o = Emn. gﬁngﬁbﬁ ) H
e _ _ e ﬁﬁvmﬁznhwu?;z_ B
L muxawwzw._ﬁz : .:ukn . ....uzn : nﬁﬁgzﬁz
1 Periode LPSDK
2 | Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3 Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan
penyumbang
4 Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui
pemindahbukuan /transfer) |
5 Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (v)) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



BA HASIL
PENERIMAAN LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN /KOTAY) ...........

BERITA ACARA

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan..........oceevvennen. Tahun
i, DETtempat di........coceeneen., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*) .......cccocceivinninnnn telah menerima Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*},
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1 Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye pada hari.........oooeeon, tanggal
......................... Bulan ...cuasascsesss TRAMWE disasaaass SEMpPAi dengan
pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*} yang
menyampaikan atau tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:



NO. |

: NAMA_PASAHGAHCALON | PENYAMPAIAN KETERANGAN
1 | Calon Gubernur/Bupati/Wali|Pukul = ... (diisi
Kota*) dan Calon Wakil | WIB/WITA/WIT* | “menyampaikan”
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) atau “tidak
Y - menyampaikan”)
> 1 P
B | siaisasaisan
. BN O

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil
pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

ans

Kabupaten /Kota*)

................

................ , serta disampaikan kepada:

4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

RABUPKTENIROTAT) . ..ooonrnsnsiressinsmsnnnsimsssstsmssisnsosans

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
£, Ketua

2, Anggota

3. Anggota
i 4. Anggota
o. Anggota i
6. Anggota |
K7 - Anggota I

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu




HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTAY) ccccceerinrcernnnncnccccascncsscsnssnsese TAHUN ..........

I. PENERIMAAN LPPDK

NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU

........................................................................................ § sessisesensesvesets vessneneess WIB/WITA/WIT?)

HH gmnﬁ Mﬁznﬁgﬂ.bﬂ LPPDK

.. . . @ . WeuvENcEaNARAN T
NO., @ PENCERMATAN . " TIDAK TIDAK | KETERANGAN
L - SESUAI sESUAL | VENGKAP |\ pyciap |

1 Periode Pembukuan LPPDK

2 | Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye

3 | Jumlah Penerimaan

4 | Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye

5 | Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye

6 | Kelengkapan Formulir LPPDK

7 | Bukti Transaksi




Catatan tambahan:

Keterangan :
1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan

2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (v) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA





